RABU WAGE, 25 OKTOBER 2023 (9 BAKDAMULUD 1957)

Yedautatan Rakyat

"KEDAULATAN RAKYAT” HALAMAN 8

BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : Formal pada: pembelajaran datam pemenuhan muatan kurikulum sesual dengan kelentuan menangaung resika atas perbuatannya dan kemampuan exonam:;
a. bahwa Pang F Karakter beriujuan untuk dkan dan a diselenggarak: iah kegh J e ¢ b. menjamin akses pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus
ip Pesarta Didik y Beril yang difwal b. satuan pendi jenjang p ikan dasar di 09 mefalui kegia- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dwmaksud pada ayal (1) dilaksanakan metalul Bagian Kelima dalam hal menurut syaral-syarat yang ditentukan datam kefentuan peraturan
olehiman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; tan dan yang seca Satuan Pendidikan: Bahasa Pengantar Pendidikan perundang-undangan;

b. bahwa untuk mendukung Sleman Sembada untuk masyarakat yang Sejahlera, kreatil dan terpadu. a. nonformal berbasis keagamaan; dan Pasal 37 ¢ bekerja sama dengan urituk dan k
Lestan, dan Mandiri dengan Sehat, Elok. Edi, Makmur, Merata, Bersih, Barbudaya, ¢ saluan pendidikan jenfang pendid h kan melsu b. satuan Pendidikan Nonformal lainnya. (1) Bahasa pengantar dalam penyeleng i Daerah bberbasis sakolah untuk satuan paﬂdluh:an yang distlenggarakan
Aman, Adil, Damai, Dinamis, dan Agamis periu mengatur Penguatan Pendidikan kegiatan i dan E yang (3) Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlakukan bersama bahasa Indonesia «cleh Pemerintah dan/atau masyarakat;

Karakter di Kabupaten Sleman; secam kreatif dan terpadu dalam: (2} Selain bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyalenggaraan d dan standar dan p

¢ bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pen- (3] P PPK oleh kel i dimaksud pada a  asramakeagamaan dan pendidikan di Daerah dap ap pendidikan pada satuan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai katentuan

didikan Karaker, Pememr.sh Daerah diberi kewenangan mhl: menyusun dan ayat (1) hurul b dilaksanakan melalul kegiatan bersama dan pedbatan kehsarga di b. SaluanF (3} Bah 5 i ¥ Bahasa Jawa. paramnpenndang-mﬂa
;i i sekolah, urnah, dan ingkungan masyarakal. e mnwsm Anmran Fam;man dan Belanja Sekolah bersama

d. bahwa dimaksud dalam huruf a, hurfb, (4] Pengopi qggaraan PPH oleh gaimana dimaksud Pasal 23 ite Sekolah P g
dan huruf ¢ pery manalapkan Peraturan Daerah Kabupaten Skeman lentang pada ayat (1) hund i gan, kelompok masya- (1) Satuan Pa-cicllkan jalur pendi Kegiatan tertentu yang Pasal 38 1. dan p j mggam dan
Penguatan Pendidian Karakter, rakal, dan/atau lembaga PPK. {1} Bahasa asing dapal digunakan sebagai bahasa komunikasi pada Satuan j D

Mengingat: 2) xegnalan lertenty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaksanakan unbuk me- Pendidikan untuk g F asing dan pengt [ F Mani i

1. Pasal 18.ayat(6) Undang-Undang D; 1945, Pasal 12 festarikan dan mengembangkan identilas dan cini khas seria kearifan lokal Dagrah pengetahuan Pesera Didik. h melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

2 l.mdang—lindangumvﬁ Tahun 1850 nenlang bentukan Daerah p {1} Penyelangg: PPK yang mengapti fripusat idican j (2) Penyelenggaraan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi sebagaimana dan
dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia i i dalam Pasal 11 3 i i i dimaksud dimaksud pad; (1)di iap 5 idikan. i i i i bersih, testib, teduh,
Tahun 1950 Namor 44); a, kelas; pada ayat (1) dakarn Lampiran yang bagian tidak fyaman, aman, sahal, berbud khlak misa, b kok, narkoba

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenniahan Daerah (Lembaran b. budaya sekolah; dan dari Peraturan Daerah ini Bagian Keenam dan kekerasan fisikinon fissk.

Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara c mnsyarakal (4) Penetapan kegiatan tertenty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pakaian dan Kelengkapan Peserta Didik (2) Setiap satuan pendidikan yang di 9o oleh Daerah
Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan {2 F dengan berbasis kelas sebe- kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pasal 39 i 4 L bermis
UJ\dang—l.hdang Nomae 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara gaimana dimaksud padaamn]mmfa dilakuskan dengan mengembangkan kufi- dan fungsi 8 bidang pendidikan yang meny ursan {1} Setiap P Didik pada jenjang pendi kaian seragam
Pusat dan P Daerah  {Lembaran Megara Republik kulum muatan Starnan, gp b sekolah. Pasal 47
1nmneslaTahun2022Nomorl Tambahan Lemixaran Negara Repubik indonesia satuan pendsdikan. dan pesena didk. {2 g k, g g ayal (1) terdini (1) Setiap satuan p ikan berhak p d perasional dan b d:
Nomor 6757); 3 berbasis bud olah sebagai yat (1] hund b Pasal 24 dari; investasi serta p dan p i yang diseleng-
dilakukan dengan: (1) Satuan ikan jalur a p 5 A I garakan oleh i F Daerah dan sesual ketentuan
Dengan uan Bersama a k d i kasah ik Daerah b wolah th dentitas sekolah peraturan perundang-undangan.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN b. berik kolah (2) Hasil dar pengembangan sebagasmana dsmaksud pada ayal (1) dapat diletapk c e I dan {2) Bantuan dana i investasi, dan sarana pan-
dan C uruh pe ol menjadi kegiatan lterientu yang wajib dikuti dalam kegiastan Kokwikuler dan d. pakaian olahraga, didikan yang oleh F i Daerah dan
BUPATI SLEMAN d. g i peraturan, kolah Elestrakulikuler. {3} Jenis dan wama pakaian seragam sekolah nasional sebagaimana dimaksud pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beldasalkaﬂ pada kemampuan
e b keunikan, dan daya saing sekolah sebagai cin (3) Dalam hal kegialan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat ayat (2) huruf a terdiri atas:
MEMUTUSKAN: khas sekotah; dalam daftar pilihan kegiatan terentu sebagaimana dalam Lamperan, Saman a . Madrasah Ibtidaiyah danatau yang i ja bereng;
Menetapkan f memberi ruang yang lias kepada p difk untudk mengembangkan p Penitinan imara dimaksud paca ayal (1) melaporkan kepada Pamei jang e paniang h Baglan Ketujuh Pemerintah Daerah
F ENI ENDIDIKAN KARAKTER. me!alulloegashanﬂuas-.dan Dsmh mehﬂm nemnycm daerah yang tet urusan i b, Sekelah Perama, Madrasah Ts danatau yang saderajat Pasal 48
g khusus bagi pesenia didik pada sauan jenjang i dasar o tertuli kemefa berlengan pendw panjang dengan wama puth dan bawahan pen- (1) Pemerintah Daerah berkewapban
BABI atau satuan pendidikan jenjang diberikan ruang yang dek/panjang berwama a. menjamin i dana untuk nasional di
KETENTUAN UMUM fuas T ikl Pasal 25 (4) Jenis dan wama pakaian semqam sekolah daelah sebagma dimaksud pada D gar dapatd dekctlf, efisien dan akuntabel
Pasal 1 {4 F berbasis masy gai dimaksud pada ayal (1) hunf ¢ Bupatl menempkan keglatan terientu kepada safuan didikan jalur ayat (2) huruf i alas batik parijoto atau b b menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar secara
Dalam D diakukan dengan; Nonformal yang lidak menetapkan kegiatan terentu sebagaimana dimaksud dalsm i i deng ganny
1. Penguatan Pendidikan “E"B"W yang 9*"]'-“-"‘5"5 disingkalt PPK adalah gerakan 8, mamparkual peranan ori) taa ssbagal psmangl kepaningan visma pen- Pasal 23 atau Pasal 24, (5} Penggunaan pakalan seragam Pendidikan Anak Usia Dinl dan atau Taman Kanak- 3 ikan layanan dan : ikan yang
yang Kanak leh 5 i i
peserta didik melalul harmonsasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga junjung tinggi prinsip gatong royong; Bagian Keempat (6] g kolah menjadi tanggung giuap d. menyediakan pendidik dan tenaga k sesual k
dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan b. dan potensi i gan sebagal sumber belajar PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Informal {1 F P Daecah h p g gan;
ibag i i i [GNRM seperti keberadaan dan nn‘kungan pegat seni dan budaya, tokoh masyarakat, Pasal 26 dli i i d fasditasi Pakai P Dl 8 9 ikan yang oleh masya-
2. Pendifikan Formal adalah jalur yang dan berjenjang yang alumni, dunia usaha, dan dunia indusin; dan PPK pada peﬂdmm Jmu informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan rakat;
iri i P i c.  mensinergikan implementast PPK dengan berbagai pregram yang ada datam berbentuk kegi i BABYV L kan kebijakan kualifikasi akademnik dan
3. Pendidikan Nonformal adalah | f di huar F ‘oemnal yang dap lingkup akademw pml pendidikan. lembaga swadaya masyarakal. dan HAK DAN KEWAJIBAN tingkat g i
jenj lembagainformas Pasal 27 Bagian Kesatu Peserta Didik - pkan kebijak dan peng i dan p
4. Pendidikan {1) Keluarga dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 26 dapat memifin Pasal 40 pendidikan yang memadai;
5. Satuan Pendidikan adalsh kelompok layanan pendlmkan yang menyelanpgarakan Pasal 13 kegiatan ikt anggota keluang (1) Setiap Peserta Didik, berhak untuk : h. menelapkan *Bbﬁhaﬂ pmgernbansan kurikuhum berkeunggulan lokal sesual
pada alur farmal, nani jenjangdan jenis (1) Peng gan kunkulem dimaksud mmiml 12 ayat (2) (2) Kegistan tertenty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaksanakan untuk me- 8. mendapalkan pendkikan agama sesual agama yang dianutnya dan diajarkan standar naslonal pendidikan
kebiakan p K yang merup b . I O oigh pendidik yang seagama; L p

6. Satwan Pendidikan Formal yang selanjuinya disebut Sekolah adalah kelompok i i i {3) 4 genai k keg i dimaksud b, layanan prima p datam proses jaran dan j.  menetapkan target partisipasi sekoiah i g
tayanan pendidikan yang idikan formal, terstruktur dan {2} PPKseb dok dal padaayat (1) dalam Lampiran yang menupakan bagian tidak undangan. dan
berjenjang, terdini atas taman kanak-kanak (TK), satuan pendidikan jenjang Kurikulum di seolah mulal dani visi, misl, tujuan, struktur dan muatan kurikulum, dari Peraturan Daerah ini c k 1 P k. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada pesera didik yang memiliki
pendidikan dasar, dan saluan pnm gah yang kalender silabus, Rencana F d. mendapatkan fasiitas belajar yang memadai dan biaya yang lerjangkau oleh i i untuk i i dibidang

P h, & (3} Prosedur peng gan kurikulum dimaksud pada ayal (2) yang Pasal 28 seluruh kapisan masyarakat; peng: teknologi 5

2 i giatan p aj nfuk jar dalam ikan PPR.di P i (1) Keluarga dan i bagai ksud dalam Pasal 26 dapat e program sesuai belajar masing- f2) intah daerah g g tugas dan fungsi
tafikudy & perencanaan; | Lampian i ik dari yang : i bidang i !

8. Kohurikuler adalah kegiatan yang k untuk b. 1 (2 Pengunbaﬂgm bentuk keglaian terienty sebagalmana dimaksud pada ayat (1) f p pendaian dan i betajar; dan dsnmmnkanmlnamlounpnnsn

kil c.  evaluasidan dan dan sesuai dengan 9 p perlis gen dari tindakan dan

9. Ekstrakurikuler adatah heglatan pengembangan karakler dalam rangka peduasan d. pengembangan, K p undangan fisik dan non fisik yang herjad!d! BABWI
potensi. bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjia sama, dan 4) P kurkulum i dimaksud pacla ayat {3) dilakukan d sekolah danatau di luar sekolah saal melaksanakan fugas dan kegiatan PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT
pesartadidik sacara optimal. Penyiapan perangkat dalam pelaksanaan PPK ¢ Salan Pendidikan melaki BAB IV sekolah. Pasal 43

10. Pesarta Didik adakah angoy h kegiatan: KEBLIAKAN RENCANA AKS| DAERAH PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER 2) Sehap Peserta Didik, wajib untuk (1) Bupali melakukan moniorng, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan PPK secara
diri melaiui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jms a p gkat Satuan Bagian Kesaty Umum belajar dan menjaga norma pendidian untuk menjamin keberlangsungan langsung atay melahd Perangkat Dasrah yang melaksanakan tugas dan fungsi di
pendidikan tertentu b, PF Pendidi Pasal 29 proses keberhasilan pendidikan; tidang pendidikan.

1. Komite SekolahMadrasah adalah lembaga mandii yang beranggotakan orang - b PPK P (1) F i s P di daesah. b man@kun proses pemboiqwan dan evaluasi k I bl (2) ring, evaluasi, dan lindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tuatwali Paserta Didik, komunitas sekelah, serta tokoh masyarakal yang paduli d. pan bah pelatih e o 2 Ramahsldauaﬂﬂlmplaﬂumksnmlalwpwam Y junjung tinggi p dilahukan terhadap Satuan Pandidikan, Pesera Didik, dan Keluarga umat

gty ppl{ - g i;dan a  pendidikanagama; 3 i i diamutny g
12, Masyarakal adaiah kelompok Warga Megara Indonesianon pemenintah yang e PPK pad: b pendidikan berbasts muatan lokal Ibadsh peserta didik fain dan serta k ian untuk
i i sdang pendidi 5] P h mekalui P Daerah yang dan b ¢ kurikulum miatan okal; mewujudkan harmoni soslal; _ Pasal 50
13, Daerah adatah Kabupaten Sleman. di bidang b 4 satuan Pendidikan Formal dalam d.  bahasa pengantar pendidikan; d i pendid d (1) Pemantauan dan evaluasi sebagsimans dimaksud daiam Pasal 49 diakukan
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur i i perang! p {3 2. pakaiandan kelengkapan pesena didik; & menjaga dan sarana dan ihan, b den il
daerah yang pin p uruSan pemer yang (3) Ketentuan atas pelaksanaan rencana aksl daerah yang dimplementasikan melalul ketertiban pada satuan pendidikan; & penelapanhrisekoian dalam 1 (sall) minggu
meqadlkewnanwandaelahmum Pasal 14 P da ayat (2) hunt pai hunud ¢ di f. jaga d i k ihan, ki dank b p matan lokal sesual dengan kebutuhan dan

15. 8 Bupali (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendiddan jaiur Pendidikan Formal se- I g capaian tertiban umum; hrukherisﬂ:Daerah;

16. Perangkal Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan p lan rakyat dimaksud 'asal 1 ditakuk i | dalam keglatan: (4) p p ggung j g menyelesalan program pendidikan sesual batas waktu yang diietapkan pada c p 3 S did d
daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengadi kewenangan a,  Intrakurikuler; 2 Pemerintah Daerah; sefiap jenjang pendidikan; dan d i inkrogi qgram PPk
daerah, b, Kokurikuler; dan b, Pamenintah Desa; h p €, penelapan kegiatan terentu Satuan Pendidikan jalur Pendidian Nonformal,

¢ Ekstrakuriuler & Masyarakat; (3) Peserta Didik yang fidak k dpadaayat (2) dan
Pasal 2 (2} Penyslenggaraan PPK dalam keglatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada d. pendidik; dan diberikan sanksi administras:, 1. per it rga umat berag:

Pengaturan PPK bertujuan untuk: ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilal- nai karakier yang dilaksanakan untuk e. tenagakependidikan. 4) w m nahqﬁ'lma dimaksud pada ayal (3] berupa (2) d 3 1 (1)d

a. membangun dan membekall Peserta Didik of Dasrah sebagal generasl emas p P i i andidikan yang g a. berkala;
lndnnesia tahun 2045 yang refgius, berakhlak mulla, moderen, dan berwa 13) Kegiatan Kokurkuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Bagian Kedua Rencana Aksi Daerah b sewakiu-wakhu,

kegiatan yang lerkall dengan mata pelajaran muatan lokal yang ditetapkan Program Pendidikan Agama Blﬂﬂlltadua ¢ pelaporan; dan/atay

b. mamnmgm platiorm pend»datan a Daerah  yang m i pemefi h i d d - . Pasal 30 Pendidik dan Tenaga Kependidikan d b g i Bupat Daerah
arakier seb: wjgaraan p i P Dicik (4) Penstapan kegiatan eksirakululer sebagaimana dmaksud pada ayat (1) hunf b (1) Pend Agama berfujuan uniuk pesarta didik yang Paragraf 1 Pendidik an tugas dan fungsi di bi k
dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan metalui pmhdlkan jalur formal, g I3 L mengamalkan nilai-nial afaran agamanya dan‘atau menjadi ahii dmy agama yang Pasal 81 @3 F dan evaluasi dimaksud padu ayal (1) dilakukan untuk

dan berwawasan luas, hritis, kreat, Ian dan dinamis dalam rangka mencardaskan: m Mppuﬂdﬁ.m mencar Ismm psa.lesmaan PPH di Daerah cleh Satuan Pendidikan, Peserta

c itatisasl dan punmsr dan panmdﬂ:, tenaga F_aulxns agar Peserta Didik secara ® Didik, c ;

kependidikan, Peserta Didik, Masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam

(1) Kegiatan Kokurikuler dan

a dimaksud dalam Pasal 14

(@) mmwmmmkwﬂwmm

akm nvuww polami uiim odma tag.a:an belajar dapat

al (3] barupa

a vmdmhlhmlzn penerapan;

dan

1 Bebak " 2 "
(1] Hulm&nmsa wajib diaporkan cleh kepala daarah metalul
Pmnyat yang mmslwm urusan bidang pendidikan kepada Menteri

Bidang 9

Pasal 51

femuan berupa kepatuhan dan ketepatan penerapan Satuan
Pesenla Didik, den/atau Kelusrga umal beragama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) hurul a, Bupati membenian tindak kanjul dengan
memberikan apmsuasn paling sedikit nenma sural keterangan telah mermiskl

(1) Datam ol

PPK kepada Satuan Pendidikan, Pesera
Didak dwa!m Ke!ualgatlm beragama

(2) Datam hal terdapat temuan berupa kebutuhan peningkatan kepatuhan dan ke-
lepatan penerapan Satuan Pendidikan, Pesea Didk danfatau Keluarga umal
beragama sebagaimana dimaksud datam Pasal 50 ayat (4) huruf b. Bupati mem-
Iberikan tindak lanjut rnnfnhnkan apresiasi paling sedikit berupa surat keterangan
uniuk memiliki dan ketepalan penerapan PPK
:am jangka waklu pﬂng lama 6 (enam) bulan sejak bangg.al sural dikeluarkan

Pasal 52
Dalam hal wiala‘h & (enam) buiaﬂ sqak peﬂerbﬂan sural keferangan unfuk
PPK Satuan
Pendidikan, Pesera Didik, danfatau Kaluama urml beragama sebagaimana
tilnaksud dalam Pasal 51 ayal (2) telah dilakukan pemenuhan kepatuhan dan

[

Bupali ikan findak lanjul dengan memberikan
aotEsuasn paling seddut berupa surat keterangan lelah memiki kepaluhan dan
kelepatan penerapan PPK Satuan Pendidikan, Peserta Didik, danfatau Keluama
umat baragama.

(2) Datam hal setetah & {enam) bulan sejak

mengimplementasikan PPK. ayat (1) huruf b d ajaran agamanya dalam sehari-hir dan menjadikan agama sebagal
: anbuSa!vanPend’uchmFurmﬂ.‘ s mmmmm' shidupan pribadi, y b e mmmmmpenmwnsmm.
Pasal 3 dan ik
PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilskukan dengan menggunakan prinsip [ % anlaua Satuan Pandidikan Fbmiduumlunhm Wmhﬂw lawn i memp,:w lnmm sacars mmnd m meningkatkan mulu pen-
sabagai barikut; yang terkait, Pasal 31 didikan;
a. berorientasi pada berkembangnya potensi Pesarta Didik secara dan {2 L ksiad pada ayat (1) hurufc meli (1) Setiap Satuan Pendklikan m m}m Jenjang dan jenis pendidikan wajlb d prima pe sual prinsip dan ketentuan penye-
terpady; a mganﬂnemﬂ: 03 p lenggarsan pendidikan;
b g linglung b, lembaga kursus dan pelathan; (2) Pendidikan age ! & memberkan pelayanan PPK dan menjadi teladan bagi peserts didik dan
pendidikan; dan & sanggarbudaya; a mnmw W‘C
¢ ber melalui pembiasaan dan sepanjang wakly dalam seharl: d. ganisasi i b _pembinaan agama ] i85 vanan dan ki an untuk mewL|
hari : MLMnardmmUsm danfatau ¢ prakiik dan pengamalan ajaran agama; harmoni sosial; '
organisasi profesi larkail. d.  pengkagan ajaran agama; dan a9 mwmw mmmm
BABII (3 smmummmlmmmwmwn dan e keleladanan néal-nitai agama. dan rohani, serta mamiliki k an untuk  tufuan p
KEWENANGAN, STRATEGI, DAN PRIORITAS DAERAH DALAM PELAKSANAAN PPK Keagamaan atau lembaga lain yang ferkad sebagamand dmaksud pada  (3) F Pendidikar deng
Bagian Kesatu ayat (1) hurufc, . alokasijam pelajaran yang memadai h. menjaga dan mematuhi narma-nomma pendidik urluk menjamin keberk
Wm lenggarakan urusan mmangm etempat, Perangkat Daerah b, dapa i uarfam pelsi ngan proses keberhasilan pendidien; :
mmmhbum <. i b g ‘agama, dan/atay L Mmenjage dan ihara sarana dan kebersih dan
fl e lalmw ksl Pasal 16 mﬂ'. st dmaksud pada ayat (4) ‘sesual | baik lembaga, profesi dan keduduka dengan ke
a  menyusun kebl fencana pelmmlPPKsesualdengan 353, ayat (4} menjaga nama bai prol kedudukan sesuai per-
hawey:angannya til Mm Wmm pendidikan dasar wmm kegialan dengan mem- . dang-undangs ! caysan yang dherikan; dan
b dan meng ikan penyeienggaraan ¢ y serta way dilkl daiam kegiatan g-undang
PPK; : : danEthu _ Baglan Ketiga Rencana Aksi Daerah @ smnpm.dm.mmak
i o e S g s @ leiln L dimaksud W ayal (1) unduk Program Pandidikan Barbasis lmhnthI dan jaminan sosial yang patul dan
lenggaraan PPK; i } it Daerah pad: h-quﬂ layak P p g g
d.  manjamin lerfaksanarya penyelenggaraan PPK sesuni dengan kewenangan- pendidikan. b, profesi, ional, subsidi tunj
nya; ; (3) Ketentuan mengena datar piihan kegiata m kegiatan Kokulikuler dan ma fungsianal, insentf danmau hlﬂjangan lainnya ssbagai pendidix sesuai
& menyiapkan sumber daya manusia yang n dalam penyelengg mmaymmmmuw {1} Pemerintah Daerah gkan pendidikan berbasis muatan |okal pada
Pl " Dasrahinl. hmangpmdmandasaf (2 p periindungan hukum dalam 1ugas dan hak atas
f P garaan F (4] Penetapan Wmmnﬂ dimaksud wadammm ke {2) Pendidikan Berbasis Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diaksa- hasil kekayaan intelekiual; i
4 lapork 4 PPK kepada g 0 yang g p d. unluk dan fasilitas
busan kepada Menter Koordinalor Bidang F M dan Kebu fungsi p 13) P Daersh mengermbeng idikan berbasis muatan lokal pada ang
dayaan; dan |enjang pendidikan dasar. o dapath i P i e
h. menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakuri- Pasal 17 : . (4) Panyelenggaraan pendidikan berbasis muatan lokal pada pendidikan dasar I mendapatkan pembinaan karier sesual tunfutan pengembangan kualilas
Kuler waj® yang dikutl oleh setiap Pesarta Didlk untuk melestarikan dan me- n}wmm didikan dasar dan gah dapal metakuk i gan polensi pendidikan;
pengembarg; senganm Flosofi s) Daersh - Dbl ot g berseriat dai isasi profesi pendid
2) Kewenangan sebagaimana dimaksud 1) dilaksanakan sesual dengan Iokal pada satuan pendidikan unu\i(anah-l(anak Raudatul Atfal, Sekolah Dasar, b b
R pisbhy E‘mm{ A - : (2) Hasil dari prwlhw!lbagalmana dimaksud pada ayat (1) M Ibtictaiyat, Sekolah A Pertama, dan Madrasah Teanawiyah, h. mengembangkan dan memquukan mnm aksdomlk dan kompelerw

kelepatan penerapan PPK Satuan Pendidikan, Peserta Didk, daniatau Keluarga
umat beragama sebagaumana dimaksud dalam Pasal 51 ayat {2) belum dilakukan

dapal
menjedi Kegiatan tertenly yang wajib dikull dalam kegiatan Kokurkuler dan {8) Penyslenggaraan pendidkan berbasis muatan okal sebagaimana dimaksud pada petathan d o it P 0 tan , Bup ikan tndak lanjut
Bagian Kedua Strategi Ekstaiutiser ayal (1) bertu g g g-udangan; ikan surat gan belum memiliki dan kets
Paragraf{ (3) Dalam hal kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bdak terdapal partanian, kelatdan, peri i dan bidang lain I. untuk membuat karya tults, melakukan publikasi Didik
Strategi Daerah dalam ‘daflar pihan kegiatan terlenty sebagaimana dalam Lamrllm Satuan it if daerah, fimiah, manuls artkel pada fumal imiah yang iaku dan‘atau menadi pe-  (3) Delam hal terdapat temuan bahwa fidak diaksanakannya sama sekal dalam
Pasal 5 Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (7). Pemerintah d i Daerah tugas dan fungsi ngarang alau penyusun bukis teks atau buku ajar yang dinyatakan layak sjar Peserta Didik, dan/atau Keluarga umat
dak meliputi; DoerahmelainPerarwaiDaua yul;mehksanatmwgasdan!\msdlbvdmg 9p PK program pendidikan berbasi tidak memiliki dan
a penyusunmpaangkatkena.lm i padajenjang |- memberkan pmcamnemadapnasibelaﬁrPesmaanya sasual standar kalepa‘an precla Satuan F'um:llkan Peserta Didik, dan‘atau !(eluwga umal
b peny panitaian pendidik posmlnmduhnya beragama
& . peng el Pasal 18 Paragral 2 - e thms A
d p dukung prasarana y p dan Bupati menelapkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Satuan Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal k. menentukan kelulusan peserta dilik dari saluan pendidikan sesuai ketentuan BAB VIl
e, sosiaisas| Pendidikan yang tidak menetapian kegiatan lerlenty sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 peraturan perundang- undangan, dan PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Pasal 16 atau Pasal 17. {1) Setap i pendidi 8 |.  berpartisipasi datam penentuan kebgakan di bidang pendidikan sesuai keten- Bagian Kesaty
Paragraf 2 {2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayal (1) disusun dengan memper- Impsmmranpmndag-undamn Umum
Strategi pada Satuan Pendidikan Paragraf 3 hatikan: (3} Pendidik yang tidak dimaksud pada ayat (1) Paragraf 1
Pasal & PPK melalui Pendidikan Agama pada Sekolah a. agama; diberikan sanksi administralil dan/alsy sanksi kepegawaian sesuai kefentuan Peran Serta Masyarakat
(1) Strategi pelaksanaan PPK pada Satuan Pendidikan melalui program manajemen Pasal 19 b. peningkatan iman dan lagwa, peraturan perundang-undangan. Pasal 53
peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimg | datam peng o 1} PPK ity I ¢ pendidikan budi pekert; (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah dalam
Pendidi a.  lslam; d. ial-nilai ¥ isi Daerah; Paragraf 2 rangka memperbalki akses, muly, daya saing, lﬂevms tata kedola dan akun-
{2) Strategi pelaksanaan PPH dimak daayat (1) di i b, Kristen; o k polensi Daerah dan|i Tenaga Kependidikan {abitas peng 09 g
miekalui; c. Katolig [ pen potensi dan mi dicik Pasal 42 karakler.
2 sosiali p gl ing d. Hindu; g nilginilai gsaan, kep i jarah 3 (1} Setiap tenaga kependidikan, wai : (2] Peran saria Masyarakat sebagaimana dimsksud pada ayat [I]mehunperansana
b p i ekolah e. Buddha;dan h, tuntutan pembangunan daerah dan nasional serta dinamika g a tugas dan biagai e 0 P i kalunput keluarga, oeg q
¢ keglatan pembeiajaran; . Knonghucu. global, baik-paikny ;i L an; P g i
d. k tajar, (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diselenggarakan pada: | tuntutan dunia keda: dan b. ! prima idikan sesual prinsip dan kelentuan a Danye&aanwrﬂ:erdayamdﬁm:
& ikl i dan . Seholah 4 iyah; Iop i teknologi ¢ penyelenggaraan pendidikan; b, penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
f dirumah d ¥ b idaiyah; dan 3) i lang genai i c iican {eladan y ik bag rta Di i €. penggunaan hasd pendidikan,
(3) Pe i {2) haruf. ¢ Taman Kanak- Kanak/Raudatul Athfal. d. K [ sorta gan untuk d. penc kondusif dal b karak
a  Komita Sekolah, Bagian Keempat Indikator harmani sosial; e p gan dal g g
b, Masyasakat; daniatau Pasal 20 Pasal 34 & menaga dan mematuhi norma-norma pendidikan unbuk menjamin g k a idikan di daerah
c 5 (1] PPK melalui Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diakukan Indikator PPK untuk p Taman Kanai-Kanak, Raudatd Atfal dan/ il i 1. pemberian baniuan atau {asililas kepada Satuan Pendidikan danfatau
(@) F i Py ! fungsi i i i atau yang sederajat meliputi: f memagadan sarana dan it dan p i inya; danstau
di bidang k i sumber daya manusia 2. Intrakurikuler, a i by Satuan Panddik di temp 4 g peng yelengg d
d gevah FF Pendidikan. b.  Kokurikuler, dan b. P 9 fesi d: P yang (3 F . dimak Deda ayat (2) tunf g tidak termasuk
c. Ekstrakurikuler. -1 olah d: ﬁenksnhepaduv,\a dan
Baglan Ketiga (2} PP melalsp agama sebag: yat (1) d. pu bertany i kesul g dihadapl 14) Pamnunamas;armunagmdlmakmd pada ayal (2) huref e, hurul f, dan
Prioritas Pelaksanaan PPK dengan inplementasi berbasss - berbed; (2) Seuap tenaga kependidikan, berhak: Ihuruf g dikoordinasian dengan Perangkal Daerah yang melaksanakan tugas dan
Pasal 7 a 3 I mampu lnanih pennau\an:hnhdakmudahmanwluh P peng dan jaminan sosial yang patut dan fungsi di bidang pendidikan.
(1) Prioritas Pelaksanaan PPK pada Satuan Pendidikan sesuai dengan filosof b budaya sekolah; dan 9. mampu bersikap sabar menunggu giran dan manedima kesepakatan; layak i p 7
Hamemayu Hayuning Bawana. ¢ mesyarakal. h. P y yang baru diketahul b g i j Paragraf Kedua
(2) Priortas Pelaksanaan PPK sebagaimana dimaksud pada ayal (1) di 3 i o Jeara: i, mampu menyanyikan lag iaRayad: g [ hukum dalam tugas dan hak atas Komite SekolahMadrasah
dengan y a, sinkronisasi program PPK melals kerja sama dengan pemerinlah daerah, it ™ i i gsa Indonesia; hasil kekayaan imelektual; dan Pasal 54
8. rebgius: masyarakat, dan orang fua; k. " i hasi k i d. p patan untuk mengg L p denfasiiias (1) Komite sekolah/madrasah berfungsi secara mandin dan profesional dalam penng-
b jujur; b, pelibatan lemd . P jaran; dan | lerbiasa kan kata-kata yang ku baik; i jang p 0 katan mutu petay ikan dengan gan, arahan dan
c. toleransi; C gitas PP deng i 0 m. mampy bersikap santun, fidak mengambd barang milik sekolah, dan g (3 Te idikan yang t ji i dimaksud dukungan tenaga, sarana dan serta pendi di Satuan
d. disiplin; (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan melaiul mekanisme mengalok-oiok teman; pada ayal (1) dberikan sanksi i dan/atau sanksi ian sesuai Pendidikan.
& ia keras: evaluasi untuk dapat ddakukan tindak lanjul PPK. f. o k p g i (2) Komite bertugas dan menindaklanjuti terhadap
I, kreatif dan inovatif, o. b b yang kelshan, saran, hritik irasi S Pendidian
g mandii; Paragraf 3 p.  mampu buang air besar dan kecil di toflet, membuang sampah pada tempatnya, dan Bagian Ketiga
h.  demokratis; PPK Pada Madrasah utmerawal tanaman di sekolah; dan Orang Tua Peserta Didik Bagian Kedua
i rasaingintahu; Pasal 21 q i i g Pasal 43 Peran Serta Dunia Usaha
j  semangalkebangsaan; (1] PPK i {1} Setiap orang tua peserta didik wajib: Pasal 55
k. cintatanah i 2 Raudiatul Athfal; Pasal 35 2. memberkan kesempatan kepada anak uMuk mengikuti wajib betajar pen- (1) Delam mendukung tertaksananya PPK, dunia usaha wajib memberikan beasiswa
I menghargai prestasi. b, Madrasah ibbdaiyah; dan Indikator pelaksanaan PPK untuk pendicikan Sekolah Dasar, Madrasah |btidaiyah didikan dasar; bagi siswa dengan penilaian :
m. bersahabatkomundatif; ¢ Madrasah Tsanawiyah, daru'alwysngsedaaﬁt.m b, memberkan pendidikan informal dan bantuan belgjar bagi anaknya di lingku- a8, sigwa yang memiiii karakter tinggi sesuai dengan penilaian yang dilakukan
n. cintadamai, (2} PPK pada Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlakukan dengan & kepada sekoiah;
6. gemarmembaca; il b, mampu dakan hak jib €. membedikan kesmrq)ahﬂ belur di rumah bagi anaknya dan b. sk dan
p. peduli Engkungan: @ Intrakurikuler; g krea bakesja d jar di rumah yang ny: c. sk g g g mamp
q. pedulisosial; dan b Kokurikuler, dan d.  mematuhi peraturan tata tertib sekolah; d ifitasi g ikan anaknya menurut kemampuan, (2) Dunia usaha berperan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang dapat
f. tanggungjawab. ©.  ekstrakurikuler. - i i kesuli g dihadap bakatdan minatanak, meningkatiun karakter anak dadik
(3} Pengintegrasian nilai agama lslam sebagaimana dimaksud pada ayal (2) I mampu tali 0 d ing| o memberkan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan agama (3) Metentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan oleh
BAB Il diselenggarakan melaui implamentasi: 0. pu mel g lain; mmmmdﬂnumya dan dunia usaha melalui dana langgung jawab sosial perusahaan (corporate sosial
PENYELENGGARAAN PPK 8. berbasiskelas; b, mampu hi pimginan; i f linglungan keluarg responsibility).
Bagian Kesatu b berbasis budaya Madrasah; dan/atau i, mampy membacad y g materi pelaj; kelas; 2 Seuaumwame!aumm (#) Pelaksanaan peran durua usaha melali sokasi dana langgung jawab sosial
Umum c. berbasismasyarakal | T i a  berperan b
Pasal & ) w ayat|3) huruf a déakuk; 6 {enam) hgumbmmlamnakanupmmdara peralih ekembs L knya; persehupian Pemennlah Daerah rnel&u Perangkat Dagrah rang rnnlaksunakan
Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5 dapat dilakukan melalui ncara: k. mampu aga negara, Iaut i tanah i c ima kaporan penilai | periodi; fugas dan fungsi di bidang T gedep
Satuan Pendidik Pendxdikan e b i ik-peserta didik dalam jainan yang | P i id gl Y g gan kepada satuan idikan untuk kepenting
a Formai w*hnllauu!alagumlslam m mampu i kemajuan pendidikan; dan
b, Formal dengan Nanformal; dan b, mengembangkan inovas kusikulum yang model n. ikan teman bersslisih, menjaga keamanan barang il sekolsh, e bemp d BAB VIl
o F g ga keag: g kain yang ferkail. peni b @nmjagakaselamalanm PENDANAAN
€. mengintegrasikan nilai-ndai agama |stam dalam proses p ji pada 0. gemar p kolah Bagian Keempat Warga Pasal 56
Bagian Kedua semua mata pelajaran; p. i perndidik hegiat Pasal 44 PR dari
Pendidikan Formal d. rencana dengan q. mampu menjaga kebersihan mand cucl kakus dan ikul merswal (anaman di 1) Setiapwarga berkewsgban : a I ja neg
Paragraf 1 mpbernentas nilai-nilas agama |slam; sekolah; dan a ikuti dan b terhadap program wagh belajar b. 5a daerah
Pelaksanaan Jam Sekolah L3 tk jemien kel dif jaran, dan penilaian r. mampu mengakul kesalahan, saling memaafkan, menjaga keutuhan barang mili i } gan; c. masyarakat danfatau
Pasal 8 il is padali al-niai agama lstam; sekolah; dan melaksanakan tugas dari guru. b: g g i d. sumber tain yangsah, 0 d
(1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Fomal dimaksud 1. memperkusl implementasi nila-nilai agame istam dolam kegistan lokuwiiulsr, c 9 g ijalur. jenjang danj
dalam Pasal B huruf a dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 um] hari sekolah dan o Pasal 36 d serta untuk BAB IX
dalam 1 {satu) minggu. 9 bangkan muatan Jokal b L niai-nilai agama  Indikator PPK untuk pendidécan Sekolah Menengah Pertama, Madrasah I; dan KETENTUAN PENUTUP
{2) Penyelenggaraan PPK dalam 5 (ima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada Islam. . i i Tsanawiyah dan/atau yang sederajat, yaitu; 8. % p ja Pasal 57
ayal (1) mempertimbangkan: (5} Implementas: berbasis budaya Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) a. mempu bersyukur kepada Tuhan, membedakan antara yang benar dan salah, (2) Sefiapwarga berhak: ; d: | diuindangk
a i hurut b dilakukan dengan cara: ) ) beribadah secara teratur; a yang itas sesuai
b, ketersediaan sarana dan prasarana; a b isi dan misi Mad dijfwai rilas-nilai . b. perundang-undangan, Agar setiap orang mengetahuinya, i g gan Peraturan Daerahini
s i i o Khas Daerah: dan b. k berbasis Mad [ s ke dat keb b. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam peman- dalam Lembaran Dasrah
d. Sekolah (S g nilai-nikai agama lslam pada d s v faatan & lmmamn ilmy peng dan teknologi, mdmbudwaunmk
" Madrasah; . mampu mengatasi kesulitan dan tidak berputus asa
Pasal 10 d d 3 I mampu il 9 i c mempunlen informasi ser.‘ara lenhuha mengenau perkemnangan peiaksanaan
1) Satuan Pendidikan bekerjasama dengan komite sekolah afay Madrasah datam €. mekbatkan ek Madrasah sab, tem; g P b b d ah kebijakan p Ditetapkan di SLEMAN
Jenggaraan PPK, f ml:*an ruang pengembangan potensi siswa melaiui kegiatan ekstakur- :1 mampu akiif dak ih g o p il e padatanggal ..
. i 3 v bty skl ir : Toeragal med R "
(&) Hasil penetapan han sakulah sebagaimana di rnaksu:i pm'ayat‘m dl:nurkan g mengembangkon noma, peraluran, den budaya Madrassh yang Giwai i i k . Bagian Pasitdn 3
urisan pemerintahan d bidang agama. nilai agarma lstam. k. mampu mengenal posisi geografis Indonesia, nama daerah, keragaman budaya (1) Set . i y BUPATISLEMAN,
8) berbasis dimaksud pada ayat (3) hund ¢ daerah, b duksi i lenggaraan pendidikan di Dagrah.
Paragra 2 dilakukan dengsn cara sinkronisasi program PPK mefalui kerja sama dengan |, mampu metaksanakan tugas, berupaya prestasi dan menghargai hasd kary 0 (2) Setiap berhak uniuk berp dalam p p
PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Formal § ) fain; peng ip i Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO
Pasal 11 (] Kefpmusehaga-nana dimaksud pada ayat (2) melaluj m t B (3 sjiban dan hak a5 oleh setiap masy dak-
(1) PPK pada Satuan Pendidikan Formal sebagwnua dmaksud dalam Pasal 9 evaluasiuntuk dapat ddakukan tindak lanjut PPK. n. xv:& menjalin persahabatan, melindungi teman, dan menjaga k i d
kemitraan i 3
yang mesputi o e s Bagian Ketiga 0. gemar b Baglan Keenam Satuan Pendidikan
a. sakolah; PPK pada Satuan Jalur p. alifkegi b Pasal 46
b, keluarga;dan Pasal 22 g mampu menjaga kebershan MCK, merawat tanaman sekolah, gomng moyong 1) Setiap Sat
¢ masyarakat (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Py dan a, menjamin pelaksanaan k- hak peserta didk unluk mempercish pelayanan

(2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menpakan Saluan Pendidikan

merupakan penguatan nilal karakler melals materi n dan melode

. mampu menjaga kenyamanan sekolah, keutuhan barang milik sekolah, berani

ras, einis, gendar, status sosial




